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ABSTRAKSengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubunganantar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dankeanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memilikisekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Proses danmekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PengambilanKeputusan, Penyelesaian masalah, Perwasitan
I. PendahuluanLahirnya Undang UndangPerlindungan Konsumen (UUPK)dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi danperdagangan bebas, yang didukung dengankemajuan teknologi dan informatikasehingga memperluas ruang geraktransportasi barang dan / atau jasamelintasi batas-batas wilayah suatu negara.Setiap manusia yang hidup di duniamemiliki kewajiban yang harus dipenuhi.Terlepas dari kewajibannya, manusia jugamempunyai hak-hak dasar yang          harusdihormati dan dijunjung tinggi. Hak-haktersebut menimbulkan berbagaikepentingan yang diharapkan dapatdipenuhi. Setiap manusia adalahpenyandang kepentingan.1Salah satu bentuk kepentingandalam diri manusia adalah pemenuhankebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhantersebut, manusia mengkonsumsi ataumengunakan barang dan /atau jasa yangberasal dari manusia lainnya. Oleh karenaitu setiap manusia yang hidup merupakankonsumen atau pemakai dari barangdan/atau jasa tertentu yang disediakan olehmanusia lain yang menyediakan barang
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum Suatu Pengantar, (yogyakarta: Liberty,
2003), hal.1
dan/atau jasa yang disebut produsen, olehkarena itu setiap manusia yang hidup tidakakan terlepas dari kebutuhannya.Para produsen atau pelaku usahaakan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, produsen juga harus bersaingantara sesama mereka dengan perilakubisnisnya sendiri-sendiri yang dapatmerugikan konsumen.2 Oleh karena itusecara mendasar konsumen membutuhkanperlindungan hukum mengingat lemahnyakedudukan konsumen dibandingkankedudukan produsen yang relatif  kuatdalam banyak hal.3Shidarta menyatakan karena posisikonsumen yang lemah maka ia harusdilindungi oleh hukum. Salah satu sifat,sekaligus tujuan hukum adalah memberikanperlindungan, pengayoman kepadamasyarakat .4Pada usaha pemenuhan kepentingantersebut, maka manusia harus berinteraksisatu dengan yang lainnya. Ada kalanya
2Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia, , (Bandung:Citra Aditya
Bakti, 2006) hlm.2
3Sri Rezeki Hartono, Aspek Hukum
Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan
Bebas, (Bandung: Bandar Maju, 2002) hlm.33
4Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia,(Jakarta: Grasindo, 2000) hlm. 48
Mercatoria Vol. 5 No. 2 Tahun 2012
81
kepentingan mereka itu salingbertentangan, hal mana dapat menimbulkansuatu sengketa atau konflik. Untukmenghindari gejala tersebut, merekamencari jalan mengadakan tata tertib, yaitudengan membuat ketentuan atau kaedahhukum, yang harus ditaati oleh setiapanggota masyarakat agar dapatmempertahankan hidup bermasyarakat.5Sengketa tidak dapat dilepaskandari kehidupan manusia. Sepanjangkehidupannya, hubungan antar manusiaselalu diwarnai oleh sengketa. Bentuksengketa beraneka ragam dankeanekaragamannya menentukan intipermasalahan, yang mana setiappermasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan munculke permukaan.6Sementara itu dalam setiap sengketasalah satu pihak mungkin berada di pihakyang benar, juga ada kemungkinan memilikielemen hak hukum, satu pihak mungkinbenar dalam masalah-masalah tertentu danpihak lainnya benar dalam masalah-masalah lainnya; atau adanya pembagiantanggung jawab antara para pihak; atau satupihak mungkin secara moral benar; atauperbedaan mendasar menyangkut suatupersepsi atau interprestasi yang membuatkedua belah pihak benar bila dilihat darisudut pandang yang berbeda. Dalamkehidupan masyarakat yang  masih primitif,kekerasan merupakan suatu jalan yangtidak asing lagi dalam menyelesaikansengketa. Sementara masyarakat modernmenyelesaikan sengketa tanpa kekerasandengan memanfaatkan pihak ketiga yangdianggap netral.7 Semakin lama,penyelesaian sengketa kemudian mulaidiatur dengan menggunakan cara-cara
5Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, cet. VIII, (Bandung: Mandar
Maju, 1997), hlm.1
6H.Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Alternatif
Peneyelesaian Sengketa suatu Pengantar, (Jakarta:
Fikahati Aneska dan BANI, 2002), hlm.1
7Hikmahanto Juwana, Urgensi Pengaturan
Arbitrase Dalam Undang-undang Pasar Modal,
dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum
Internasional, cet I, (Jakarta:Lentera Hati, 2002),
hlm.1
hukum dan melalui institusi yang formalyaitu pengadilan.Ada berbagai macam sengketa yangdapat dilihat terjadi dalam masyarakat.Suatu analisa dan pengelompokan akandapat memberikan pemahaman yangmendekati ketepatan mengenai persoalanyang dihadapi seseorang atau pihak dalamsuatu sengketa dan sekaligus menentukanrencana proses pemecahan yang dapatdigunakan.8Salah satu pengelompokan dasarsengketa menurut Henry Brown dan ArthurMarriot dalam bukunya Alternatif Dispute
Resolutin (ADR) Principle and Practiseadalah perselisihan antara para konsumen,antara pemasok dan konsumen.Keunggulan Alternatif PenyelesaianSengketa di luar pengadilan (non- litigasi)atau Alternatif Dispute Resolutin (ADR)antara lain : Cepat, sederhana, efisien, bebasmemilih cara penyelesaian, kasus tertutup(confidential), tidak mengeskalasi konflik,didasarkan asas sukarela, tidak ada kalahdan yang menang, serta harmonisasi parapihak bersengketa terpelihara.9Hubungan hukum dan masalahantara konsumen dan penyedia barang ataupenyelenggara jasa, umumnya terjadimelalui suatu perikatan, baik karenaperjanjian atau karena undang-undang.10Dalam kenyataan yang ada konsumenberada dalam posisi yang lebih lemah daripelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumendalam menghadapi pelaku usaha jelassangat merugikan kepentingan masyarakat.Pada umumnya para pelaku usahaberlindung dibalik Standard Contract atauPerjanjian Baku (klausula baku) yangditandatangani oleh kedua belah pihak(antara pelaku usaha dan kosumen),ataupun melalui berbagai informasi ”semu”
8H.Priyatna Abdurrasyid, op. cit.,hlm. 3
9Purba Deni, bahan Hukum Penyelesian
Sengketa (ADR) pada kuliah klasikal, (Medan :
MIH-UMA, 2010).
10 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan
Konsumen Suatu Pengantar, cet.III (Jakarta : Diadit
Media, 2007), hlm. 89
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yang diberikan oleh pelaku usaha kepadakonsumen.11Hans W. Misklitz, menyatakanbahwa dalam perlindungan konsumensecara garis besarnya dapat ditempuh 2(dua) model) kebijakan, yaitu : Pertama,kebijakan yang bersifat komplementer yaitukebijakan yang mewajibkan pelaku usahamemberikan informasi yang memadaikepada konsumen (hak atas informasi).Kedua, kebijakan kompensatoris yaitukebijakan yang berisikan perlindunganterhadap kepentingan ekonomi konsumen(hak atas kesehatan dan keamanan ).12Pada perkembangannya, melaluijalur pengadilan kemudian dinilai tidak lagimemenuhi kebutuhan masyarakat sebagailembaga penyelesaian sengketa. Banyakpihak-pihak yang menilai justru semakindirugikan baik dari segi waktu, biaya,pemikiran dan permusuhan berlanjut,sementara hasil yang diinginkan masih jauhdari harapan untuk mendapatkanpenyelesaian yang adil dan benar. Seiringdengan itu, kehidupan manusia jugamengalami perubahan terutama dalambidang perekonomian dan teknologiinformasi. Interaksi masyarakat tidak lagiharus dilakukan dengan bertatap muka(face to face), dan jarak tidak lagi menjadihambatan dalam berhubungan. Semakinterbukannya pasar nasional daninternasional sebagai akibat dari prosesglobalisasi ekonomi, serta kepastian akanmutu, jumlah, dan keamanan barangdan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.13Penyelesaian Sengketa Konsumenmelalui BPSK akan menghasilkan putusan,yang mana putusan tersebut bersifat finaldan mengikat (final and binding) dalammakna tidak ada upaya banding dan kasasidalam Badan Penyelesaian Sengketa
11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
Hukum tentang Perlindungan Konsumen, cet.III
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1
12 Hans W. Micklitz, Rencana Undang-
Undang Perlindungan Konsumen di Mata Pakar
Jerman, (Warta Konsumen Tahun XXIV No.12
Desember), hlm. 3-4.
13 Susanti Adi Nugroho, Proses
Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, cet.
I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.7
Konsumen.14 Pada Dasarnya suatu putusanyang sudah mempunyai kekuatan hukumyang pasti dapat dijalankan, terdapatpengecualian terhadap hal ini, yaitu apabilasuatu putusan dijatuhkan dengan ketentuandapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuaidengan Pasal 180 HIR, danputusan/penetapan bersifat deklarator.15Oleh karena itu, putusan tersebut haruslahmemiliki kekuatan eksekutorial. Terhadapsuatu putusan yang dikeluarkan harusdilaksanakan oleh pihak yang tereksekusi.Pelaksanaan putusan BPSK ini mengacupada berbagai peraturan yang ada baikpendekatan melalui perlindungankonsumen, maupun hukum acara perdata.Masih banyak persoalan yang belumtuntas mengenai eksekusi terhadap putusansuatu lembaga penyelesaian sengketaseperti BPSK. Ketentuan mengenai prosedurpermohonan eksekusi tidak diatur secararinci dan jelas dalam UUPK, hanya diaturdalam satu pasal saja yaitu : Pasal 57 UUPK.Tulisan ini akan melakukan analisisterhadap “ Kedudukan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dalammenyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSKKota Medan ”.
II. Proses dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa Konsumen
di BPSK
A. Sejarah Berdirinya Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota MedanArbitrase adalah cara penyelesaiansuatu sengketa perdata di luar peradilanumum yang didasarkan pada perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis olehpara pihak yang bersengketa.16 Eksekusiatau pelaksanaan putusan adalah tindakanyang dilakukan secara paksa terhadap pihakyang kalah dalam perkara.17
14Republik Indonesia, UU No.8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjelesan
pasal 54 ayat (3)
15 Pasal 180 HIR.
16Pasal 1 butir 1 No.30 Tahun 1999
tentang Undang-Undang tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
17Yahya Harahap, Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi, cet. IV, (Jakarta : Sinar
Grafika, 1988), hal.5.
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Badan Penyelesaian SengketaKonsumen adalah badan yang bertugasmenangani dan menyelesaikan sengketaantara pelaku usaha dan konsumen.18 BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)merupakan suatu lembaga khusus yangdibentuk dan diatur dalam Undang-UndangPerlindungan Konsumen, yang tugasutamanya adalah menyelesaikan sengketaatau perselisihan antara konsumen danpelaku usaha.19Alternatif Penyelesaian Sengketapada umumnya dapat diartikan sebagaisalah satu mekanisme penyelesaiansengketa nonlitigasi denganmempertimbangkan segala bentukefisiensinya untuk tujuan masa yang akandatang sekaligus menguntungkan parapihak yang bersengketa.20Alternatif penyelesaian sengketajika dilihat berdasarkan kata “alternatif”menunjukkan bahwa, alternatif dapatdiartikan para pihak yang bersengketa itubebas melalui kesepakatan bersamamemilih bentuk dan tata cara apa yangterdapat didalam alternatif penyelesaiansengketa dan akan diterapkan padapenyelesaian sengketanya.21Keberadaan badan penyelesaiansengketa konsumen adalah merupakanamanat dari UU No.8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang kemudiandipertegas oleh Keputusan Presiden No.90Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang salahsatunya adalah Kota Medan. BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen KotaMedan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota
18 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 11
19Yusuf Shofie 2002, Penyelesaian
Sengekta Menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UU-PK), Teori dan Peraktek
Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hlm.39
20 Suyud Margono, 2000, APS (Alternatif
Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
Anggota IKAPI, Jakarta, hlm.13 saduran dari
Basuki rekso Widodo, Studi Perbandingan
Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis, Projustitia No.4, Tahun 16, Oktober 1996.
21 H. Priyatna Abdulrrasyid; 2002,
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT.
FIKAHATI ANESKA & BANI, Jakarta, hlm.12
Medan telah dirintis sejak ditetapkannya UUNo.8 Tahun 1999. Masa Bhakti AnggotaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) pada Pemerintah Kota Medan untukperiode tahun 2002-2007 diangkatberdasarkan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 605/MPP/Kep/8/2002tentang Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen pada Pemerintah Kota Medansudah berakhir setelah diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 430/M-DAG/8/2008tanggal 19 Agustus 2008 tentangPemberhentian dan Pengangkatan AnggotaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumenpada Pemerintah Kota Medan periode tahun2008-2013, dilantik pada tanggal 9September 2008 oleh Pejabat WalikotaMedan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si.Keanggotaan BPSK Kota Medan periode2002-2007 berjumlah 9 (sembilan) orangsedangkan periode tahun 2008-2013keanggotaannya menjadi 15 (lima belas)orang. 22
B. Dasar Hukum Pembentukan
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota MedanUntuk mendukung kelembagaanBPSK Kota Medan dikeluarkan sejumlahperaturan perundang-undangan sebagaidasar hukum pembentukan BPSK KotaMedan yaitu:a. Keputusan Presiden No. 90Tahun 2001 tentangpembentukan BPSK;b. Keputusan MenteriPerindustrian dan PerdaganganRepublin IndonesiaNo.301/MPP/Kep/10/2001tentang Pengangkatan,Pemberhentian Anggota BadanPenyelesaian SengketaKonsumen dan SekretariatBadan Penyelesaian SengketaKonsumen;c. Keputusan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNo.350/ MPP/Kep/12/2001
22 Abd Rohim, wawancara di Kota Medan,
pada 15 April 2011.
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tanggal 10 Desember 2001tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang BPSK;d. Keputusan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia No.430/M-DAG/Kep/8/2008 tentangPemberhentian danPengangkatan Anggota BadanPenyelesaian SengketaKonsumen pada PemerintahKota Medan;e. Berita Acara Pelantikan BPSKKota Medan tanggal 9September 2008 oleh PejabatWalikota Medan.
C. Struktur Organisasi Keanggotaan
dan Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota MedanPerkembangan lebih lanjut seiringberkembangnya pembangunanpenyelesaian sengketa alternatif dapat jugadiartikan sebagai segala upaya mediator,arbiter menggali, menemukan, menciptakanalternatif penyelesaian sengketa atauarbitrase diluar pengadilan yang praktis,efisien, cepat, murah, sederhana, dalammenghadapi dan memasuki perdaganganbebas, pasar bebas, persaingan bebas dalamsatu wilayah ekonomi dunia atau ekonomimenjadi satu atau wilayah ekonomi duniaglobal.23Penyelesaian sengketa alternatifdapat terjadi jika ada sebuah sengketaantara konsumen dan pelaku usaha ketikasama-sama saling membutuhkan akanadanya barang dan/ atau jasa.Pranata Penyelesaian SengketaAlternatif pada dasarnya merupakan suatubentuk penyelesaian sengketa diluarpengadilan, yang berdasarkan padakesepakatan para pihak yang bersengketa.Sebagai konsekuensi dari kesepakatan parapihak yang bersengketa tersebut, AlternatifPenyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan
23 Drs. S. Suryono, 2002, Himpunan
Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase,
arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengket,
Oleh: Zacharias Omawele, S.H., C.N., Peranan
Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) Diluar Pengadilan dan Istitusi
Pendidikan Mediator dan Arbitrase, hlm.230.
karenanya tidak dapat dipaksakan olehsalah satu pihak kepada pihak lainnya yangbersengketa. Walau demikian, sebagai suatubentuk perjanjian (Alternatif PenyelesaianSengketa), kesepakatan yang telah dicapaioleh para pihak untuk menyelesaikansengketa melalui forum diluar pengadilanharus ditaati oleh para pihak. Sampaiseberapa jauh kesepakatan untukmenyelesaikan sengketa diluar pengadilanini mengikat dalam sistem hukum positifyang berlaku, ternyata  tidak dapat kitatemukan suatu persamaan yang berlakusecara universal untuk semua aturanhukum yang berlaku.24Pada BPSK Kota Medan stukturorganisasi sesungguhnya sesuai denganbagan tersebut diatas dapat dijelaskan,bahwa untuk jabatan Ketua BPSK sebagaipemimpin oleh dari Unsur Pemerintahadalah : Drs. H.T.Basyrul Kamal, MM(merangkap anggota), sedangkan WakilKetua BPSK berasal dari luar unsurpemerintah yaitu : Drs. H. Dharma Bakti Nst,SH, MH (merangkap anggota) dari UnsurKonsumen yaitu : Lembaga AdvokasiKonsumen Konsumen (L.A.K.I) memangkujabatan selama 5 (lima) tahun dan dapatdipilih kembali sepanjang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri.25 Anggota BPSK lainnyaberasal dari 3 (tiga) unsur yaitu UnsurPemerintah; Unsur Pelaku Usaha; UnsurKonsumen yang masing-masing unsurterdiri dari 5 (lima) orang anggota.Sedangkan secara administratif dipimpinoleh Kepala Sekretariat BPSK yaitu T. SofinAzhar, SH dengan anggota sekretariat yanglain berjumlah 6 (enam) orang, dan SusunanKeanggotaan Sekretariat BPSK adalahkepala sekeretariat serta anggotasekretariat ini berasal dari UnsurPemerintah.26 Untuk menjadi anggota BPSK
24 Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum
Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Rja
Graindo Persada, Jakarta, hlm..1-2
25Pasal 6 ayat (1),(2) dan ayat (3)
Kep.Menperindag R.I No.13/M-DAG/PER/3/2010
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan
Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen
26 Pasal 13 Ayat (1),(3) Kep.Menperindag
R.I No.13/M-DAG/PER/3/2010 tentang
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tersebut harus memenuhi persyaratanantara lain sebagai berikut:271. Warga Negara Indonesia (WNI);2. Berbadan Sehat;3. Berkelakuan baik;4. Tidak pernah dihukum karenakejahatan;5. Memiliki pengetahuan danpengalaman di bidang PerlindunganKonsumen;6. Berusia sekurang-kurangnya 30(tiga puluh) tahun.Anggota BPSK berjumlah palingsedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dansebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.28
D. Tugas dan Wewenang serta
Fungsi Badan Penyelesaian
Sengketa KonsumenSengketa salah satu penyebabnyaadalah dari adanya wanprestasi dari salahsatu pihak yang tidak memenuhikewajibannya sesuai dengan yangdisepakati bersama atau ada faktoreksternal diluar para pihak yangmengakibatkan tidak terpenuhinya prestasidari suatu perjanjian.29 Sedangkan sengketakonsumen diartikan sengketa antara pelakuusaha dengan konsumen yang menuntutganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang mendapat kerugian akibat
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
27 Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang No.8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan
Pasal 7 Ayat (1) Kep.Menperindag R.I No.13/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
28 Pasal 49 Ayat (4) Undang-undang No.8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen &
Pasal 3 ayat (6) Kep.Menperindag R.I No.13/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
29Ade Maman Suherman, 2004, Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek
Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia,
Anggota IKAPI, Jakarta, hlm.46.
mengkonsumsi barang dan/ atau manfaatjasa.30 Undang-undang perlindungankonsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) tidakmemberikan batasan apakah yangdimaksud dengan sengketa konsumen.31Tugas dan wewenang BPSK dalamrangka menjalankan fungsinya sebagaibadan yang menangani dan menyelesaikansengketa konsumen diluar pengadilansebagai berikut:32a. Melaksanakan penanganan danpenyelesaian sengketa konsumen,dengan cara konsiliasi, mediasi danarbitrse;b. Memberikan konsultasi perindungankonsumen;c.   Melakukan pengawasan terhadappencantuman klausula baku;d. Melaporkan kepada penyidik umumapabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang-undangNo.8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;e. Menerima pengaduan baik tertulismaupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinyapelanggaran terhadap perlindungankonsumen;f. Melakukan penelitian danpemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yangdiduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungankonsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi,saksi ahli dan atau setiap orang yangdianggap mengetahui pelanggaranterhadap Undang-undang No.8Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;i. Minta bantuan penyidik untukmenghadirkan pelaku usaha, saksi,
30 Kep.Menperindag.
No.350/MPP/Kep./12/2001, Pasal 1 angka 8
31 Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian
Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan
Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm.12.
32 Pasal 52 UUPK; Pasal 3 Kep.
Menperindag R.I No.350/MPP/Kep/12/2001
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saksi ahli atau setiap orangsebagaimana dimaksud pada poin Gdan H yang tidak bersediamemenuhi panggilan BPSK;j. Mendapatkan, meneliti dan/ataumenilai surat, dokumen atau alatbukti lain guna penyelidikandan/atau pemeriksaan;k.   Memutuskan dan menetapkan adaatau tidak adanya kerugian dipihakkonsumen;l.   Memberitahukan putusan kepadapelaku usaha yang melakukanpelanggaran terhadap perlindungankonsumen;m. Menjatuhkan sangsi administratifkepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.
E. Fungsi Keberadaan BPSK Kota
MedanSaat ini sudah sangat banyaksengketa yang telah berhasil diselesaikanoleh BPSK Kota Medan. Berdasarkan datadiperoleh penulis di Kantor SekretariatBPSK Kota Medan pada Tahun 2009sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasussengketa konsumen, terdiri dari 26 (duapuluh enam) kasus sengketa barang dan 12(dua belas) kasus sengketa jasa. Pada Tahun2010 pengaduan sengketa konsumen yangditangani BPSK Kota Medan semakinmeningkat menjadi 56 (lima puluh enam)kasus, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kasussengketa barang dan 24 (dua puluh empat)kasus sengketa jasa, jenis pengaduan baikjasa maupun barang yang dapatdiselesaikan oleh BPSK dengan prosespenyelesaian secara konsiliasi, mediasi, danarbitrase, sesuai dengan prosedurpenyelesaian yang ada di BPSK berdasarkanUndang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10Desember 2001 Tentang Tugas danWewenang BPSK.33
33Abd. Rahim, wawancara di Sekretariat
BPSK Kota Medan, 25 Februari 2008.
Keberadaan BPSK Kota Medanberfungsi sebagai:341. Menjadi salah satu alternatifpenyelesaian sengketa konsumendiluar pengadilan;2. Memberi kepastian hukum bagi seluruhlapisan masyarakat baik sebagaikonsumen maupun sebagai pelakuusaha;3. Menjaga keseimbangan antara pelakuusaha dan konsumen dalam menjaminkelangsungan usaha produk barangdan/ atau jasa, juga menjaminkesehatan, kenyamanan, keamanaandan keselamatan konsumen;4. Menjadi asset berharga bagipemerintah Kota Medan dalammenjalankan visi dan misinya.
F. Prosedur dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa melalui
BPSKPersidangan penyelesaian sengketakonsumen melalui BPSK ada 3 (tiga) cara,yaitu :.1. Cara Konsiliasi2. Cara Mediasi3. Cara ArbitraseHasil penyelesaian sengketakonsumen dengan cara arbitrase dibuatdalam bentuk putusan Majelis yangditandatangani oleh Ketua dan AnggotaMajelis. Keputusan Majleis sebagaimanadimaksud dapat memuat sanksiadministratif.35Putusan BPSK dapat berupa :a. Perdamaian;b. Gugatan ditolak; atauc. Gugatan dikabulkan.36
34 Op.cit., H.M Dharma Bakti Nst,
Prosedure dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Melalui Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen,
(Makalah BPSK Kota Medan), 2008.
35 Pasal 37 ayat (4), Permendag R.I
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
36 Pasal 37 ayat (5), Permendag R.I
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
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Dalam hal gugatan dikabulkan, makadalam amar putusan ditetapkan kewajibanyang harus dilakukan oleh pelaku usaha.37
III. Faktor Pendukung dan
Penghambat Penyelesaian
Sengketa Konsumen di BPSK Kota
Medan
A. Faktor Pendukung1) Merupakan kewenangan BPSK untukmenyelesaikan suatu sengketa, yangdimaksud bahwa yang dapatmengajukan permohonan gugatansengketa di BPSK adalah konsumenakhir.2)  Adanya kelengkapan alat bukti,dengan maksud bahwa adanyakelengkapan alat bukti seperti: barangdan/ atau jasa, keterangan para pihakyang bersengketa, keterangan saksidan/ saksi ahli, adanya surat ataudokumen, yang lengkap sehinggamempercepat pula dalampemerikasaan sengketa.3)  Para pihak memenuhi panggilansidang, bahwa para pihak memenuhipanggilan persidangan selama prosespenyelesaian sengketa, denganmaksud para pihak tepat waktu dantidak perlu BPSK berkali-kalimemanggil untuk hadir kepersidangan.4) Wakil atau yang diberi kuasamemahami permasalahan, yang diberikuasa/ wakil pihak yang tidak hadirdan diwakilkan maka penerima kuasatersebut memahami benarpermasalahaan yang disengketakan.5) Adanya kesepakatan metodepenyelesaian, dengan maksud dalampemilihan metode penyelesaiansengketa harus sesuai dengankeinginan dan kesepakatan parapihak yang bersengketa.
37 Pasal 40 ayat (1), Permendag R.I
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
6) Adanya ketepatan waktu mengenaiputusan majelis, bahwa putusan BPSKdapat diputus sesuai ketentuan,dalam waktu 21 (dua puluh satu) harikerja.7) Majelis BPSK memahami Undang-undang dan alternatif penyelesaiansengketa.8) Para pihak yang bersengketamenerima dan melaksanakan putusanmajelis dengan suka rela.9) Keputusan yang menjadi kesepakatanpara pihak tidak perlu berlanjut kepengadilan, bahwa keputusan BPSKdengan metode mediasi dan konsiliasiini para pihak tidak dapatmengajukan keberatan ke pengadilan,sehingga keputusannya bersifat finaldan mengikat bagi para pihak yangbersengketa.
B. Faktor Penghambat1) Sengketa yang masuk bukanmerupakan kewenangan BPSK, yaitupihak penggugat (konsumen) bukankonsumen akhir.2) Tidak lengkap alat bukti ketikaproses pemeriksaan sengketa,seperti tidak: adanya barang dan/jasa, keterangan para pihak yangbersengketa, keterangan saksi dan/saksi ahli, adanya surat ataudokumen, sehingga tidak dapatmempercepat proses pemerikasaansengketa.3) Para pihak tidak memenuhipanggilan BPSK selama prosespenyelesaian sengketa.4)  Pihak yang mewakili atau penerimakuasa dari salah satu pihak yangbersengketa tidak memahamipermasalahan yang disengketakan.5) Tidak adanya kata kesepakatan,metode penyelesaian untukmenyelesaikan sengketa dari parapihak yang bersengketa, sehinggapenyelesaian tidak dapat berjalandengan baik.6) Sudah dalam proses persidangantetapi tidak segera mendapatkanputusan padahal waktu terbatassesuai ketentuan dalam waktu 21(dua puluh satu) hari kerja.
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7) Anggota BPSK terutama Majelis tidakmenguasai pemasalahan dan / ataumemahami sepenuhnya tentangPerlindungan Konsumen danalternatif penyelesaian sengketa;8)  Salah satu pihak yang bersengketatidak menerima keputusan majelissehingga tidak menjalankankeputusan atas kesepakatanbersama yang telah dibuatnya(wanprestasi).9) Proses hukum berlanjut keperadilan umum dari PengadilanNegeri sampai ke Mahkamah Agungsehingga memerlukan waktu yangpanjang dan biaya yang cukup besar.
C. Kekuatan Hukum dari Putusan
BPSK dalam Contoh Kasus
Inkonkrito Hilangnya Kartu ATM
dari Mesin ATM serta Uang
sebesar Rp.60.000.000,-Berdasar permasalahan yangdisengketakan tersebut diatas, makaKeputusan Majelis BPSK Kota Medan:1. Mengabulkan gugatan Konsumensebahagian;2. Menyatakan adanya kerugianKonsumen sebesar Rp.60.000.000.-;3. Menghukum / mewajibkan Pelakuusaha untuk membayar ganti rugitersebut sebesar Rp.60.000.000,-kepada Konsumen;Menolak gugatanKonsumen lain dan selebihnya.Pasal 54 ayat (3) Undang-UndangPerlindungan Konsumen (UUPK) Jo. Pasal42 ayat (1) SK MenperindagNo.350/MPP/Kep/12/2001 menentukaanbahwa Putusan Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) bersifat finaldan mengikat. Pada penjelesan Pasal 54ayat (3) Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK) ditegaskan bahwa kataberisat final itu berarti tidak ada upayabanding dan kasasi. Namun ternyataUndang-Undang Perlindungan Konsumenmengenal pengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri. Menurut Pasal 56 ayat(2) Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK) para pihak dapatmengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah menerima pemberitahuan
putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan kata “ dapat “pada Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPelindungan Konsumen (UUPK) ternyataditafsirkan sebagai “wajib” pada Pasal 41ayat (2) Kep.MenperindagNo.350/MPP/Kep/12/2001.38Menurut Pasal 41 ayat (2)Kep.Menperindag ini, konsumen dan pelakuusaha yang bersengketa wajib menyatakanmenerima atau menolak putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Mestinya kata “dapat” di situ tidak dapatditingkatkan menjadi “wajib”. SubstansiPasal 41 ayat (2) Kep.Menperindag inimelampaui  ketentuan Pasal 56 ayat (2)Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK). Padahal, Undang-UndangPerlindungan Konsumen (UUPK) itu sendirisudah menentukan bahwa tidak diajukankeberatan oleh Pelaku usaha dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, membawa pelaku usaha dianggapmenerima putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (Pasal 56 ayat (3)Undang-Undang Perlindungan Konsumen).Atas pengajuan keberatandimaksud, Pengadilan Negeri wajibmengeluarkan putusan (vonis) dalam waktupaling lambat 21 (dua puluh satu)39 harisejak diterimanya keberatan (Pasal 56 ayat(2) Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK). Atas putusanPengadilan Negeri tersebut, para pihakdapat menajukan kasasi ke MahkamahAgung Republik Indonesia. Dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari Pasal 58ayat (2) Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK). Mahkamah AgungRepublik Indonesia wajib mengeluarkanputusan (vonis) dalam waktu paling lambat30 (tiga puluh) hari sejak menerimapermohonan kasasi (Pasal 58 ayat (3)
38 Pasal 14 ayat (2) Kep.Menperindag
No.350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan “dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan
Pelaku  Usaha yang bersengketa wajib menyatakan
menerima atau menolak putusan BPSK.
39Kata “21 (dua puluh satu) pada Pasal 58
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK), termasuk hari sabtu, minggu, dan hari
libur nasional. Jadi tidak terbatas pada hari kerja
saja.
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Unang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK).Dimungkinkanya upaya hukumbanding, kasasi selanjutnya PeninjauanKembali (PK) maka sebenarnyapembentukan Undang-Undang bersikaptidak konsisten. Penjelasan Pasal 54 ayat (3)tidak konsisten dengan rumusan-rumusanPasal 58 Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK), kedanti demikiankeadaan ini tidak boleh dijadikan alasanmenunda pelaksanaan Undang-UndangPerlindungan Konsumen (UUPL).Pengadilan/hakim harus menunjuk sikapproaktifnya sebagai pembentukan hukummelalui metode penemuan hukum (ajaraninterprestasi hermeneutic yuridis; metodeyuridis)40 terhadap masalah ini, perludijelaskan mengikatnya ketentuan dalamBatang Tubuh suatu Undang-Undang karenanormanya, sedangkan mengikatnya suatupenjelasan Undang-Undang adalah karenainterprestasi otentiknya.Pasal 4 dan 2 Kep.MenprindagNomor 350/MPP/Kep/12/2001menegaskan bahwa penyelesaian melaluiBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) bukan proses penyelesaian sengketasecara berjenjang. Untuk mengajukanPenyelesaian Sengketa Konsumen kePengadilan Negeri tidak harus berprosesterlebih dahulu melalui Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK). Penegasanpada Kep.Mendag ini dapat membantumemberikan pemahaman soal upayahukum, keberatan, banding, kasasi danpeninjauan kembali pada kasus sengketakonsumen yang diajukan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)meskipun ditinjau dari hierarki (tataurutan)Perundang-undangan.41 Kep.Menperindagini tidak memiliki kewenangan untuk
40 Sudikno Mertokusumo, Penemuan
Hukum Sebuah Pengantar; Cetakan Pertama
(Yogyakarta:Liberty, 1996), hlm.37-38.hlm.48 dan
55.
41 Tata urutan Peraturan Perundang-
undangan, yaitu : (1) UUD 1945: (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); (3)
Peraturan Pemerintah; (6) Peraturan Presiden; (7)
Peraturan Daerah; (8) Peraturan Desa. Lihat:  UU
No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), (2),(
3),(4),dan ayat (5).
memberikan penjelasan materi undang-undang kecuali dalam batas-bataskewenangan yang diberikan Undang-undang.
IV. PenutupBerdasarkan hasil penelitian danpembahasan, dapat ditarik kesimpulansebagai berikut :1. Proses penyelesaian sengketakonsumen di BPSK Kota Medandalam hal para pihak yangbersengketa sudah ada perjanjian /kesepakatan sebelumnya makaBPSK tetap menghormati perjanjianpara pihak sebagai dasar dan ataupertimbangan dalam pengambilankeputusan Majelis. Proses danmekanisme penyelesaian sengketadi BPSK Kota Medan masih belumsesuai dengan kaidah-kaidah atauperaturan perundang-undanganyang berlaku antara lain waktupenyelesaian berbeda antara aturandengan kenyataan, bahwa dalamPeraturan Perundang-undangan danKeputusan Menteri BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) wajib mengeluarkanputusan paling lambat dalam waktu21 (dua puluh satu) hari kerjaterhitung sejak gugatan diterimaoleh BPSK sebagaimana (Pasal 55UUPK dan Keputusan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNo.359/MPP/Kep/12/2001).Sementara kasus inkonkrito MajelisBPSK Kota Medan barumengeluarkan putusan ArbitrasePerkara No.5/PEN/BPSK-MDN/2008, pada tanggal 12 Maret2008, jadi Putusan BPSK KotaMedan sudah terlambat 8 (delapan)hari.2. Faktor penghambat dilihat dariperan majelis yang bersifat pasifketika menjadi konsiliator dan aktifketika menjadi mediator atauarbitor dalam proses penyelesaiansengketa konsumen adalah sesuaidengan aturan pelaksanaan BPSKdalam Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan
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yaitu Majelis BPSK sebagaikonsiliator hanya menjawabpertanyaan pelaku usaha dankonsumen jika ada pertanyaan darikedua belah pihak tentangperaturan dibidang perlindungankonsumen. Kondisi tersebut dapatmenjadi penghambat dikarenakanketidak aktifan para pihak yangbersengketa untuk bertanya, dandapat menjadi pendukung apabilapara pihak yang bersengketa dapatsaling berkomunikasi. Sedangkanperanan mediator dan arbitor lebihaktif selama proses penyelesaiansengketa, seperti mendamaikandengan memberi penjelasan, sarandan anjuran kepada para pihak.Sehingga mendukung terwujudnyaperdamaian para pihak bersengketa,walaupun dalam arbitrase belumtentu selalu terjadi perdamaiankarena kemudian para pihakmelanjutkan dengan metodearbitrase. Menjadi penghambat jugakarena majelis terlalu berperansehingga kurang ada keaktifan pihakyang bersengketa dalam halkomunikasi antar para pihak yangbersengketa satu sama lain untukmetode mediasi dan konsiliasi.3. Kekuatan hukum dari KeputusanArbitrase Badan PenyelesaianSengketa (BPSK) Kota Medan dalamkasus inkonkreto Nomor :5/PEN/BPSK-MDN/2008, tanggal12 Maret 2008 pada kenyataannyatumpul dikarenakan :a. Ketentuan Pasal 56 ayat (2)Undang-Undang PerlindunganKonsumen (UUPK) menyatakanbahwa “ Para pihak dapatmengajuan keberatan kePengadilan Negeri paling lambat14 (empat belas ) hari kerjasetelah menerimapemberitahuan Putusan BPSK ”,sedangkan kata “dapat” padaPasal 56 ayat (2) UUPK ternyatatidak sinkron pada Pasal 41 ayat(2) pada KeputusanMenperindagNo.350/MPP/Kep/12/2001
yang ditafsirkan sebagai “wajib”yang menyatakan bahwa “Dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejakputusan BPSK diberitahukan,konsumen dan pelaku usahayang bersengketa wajibmenyatakan menerima ataumenolak putusan BPSK.Mestinya kata “dapat" tidakdapat ditingkatkan menjadi“wajib”. Substansi Pasal 41 ayat(2) Kep.Menperindag ini telahmelampaui  batas ketentuanPasal 56 ayat (2) UUPK. Darikata “dapat” menjadi kata“wajib” hal ini memberikandorongan moral para kepadapihak yang kalah harusmengunakan haknya meskipunperbuatannya tersebut sudahterbukti melanggar hukumnamun karena ada kesempatanyang dapat digunakan untukmengajukan keberatan putusanBPSK dalam upaya pembatalanputusan BPSK kepadaPengadilan Negeri (PN).b. Pihak yang kalah dimungkinkanmelakukan upaya hukumBanding, Kasasi dan PeninjauanKembali (PK), maka sebenarnyapembentukan Undang-UndangPerlindungan Konsumen (UUPK)bersikap tidak konsisten. Hal inidapat tercermin padakententuan Pasal 54 ayat (3)tidak konsisten dengan rumusanPasal 58 Undang-UndangPerlindungan Konsumen (UUPK)c. Para hakim seharusnyamempunyai moralitas yangtinggi yang menunjukan sikapproaktif, dan  profesionalsebagai penemuan hukum,terhadap kasus konkreto inisemestinya para hakim diPengadilan Negeri tidakterpengaruh dengan pihak yangberpengaruh / pihak yang besar/ pihak yang berkuasa sehinggapertimbangan hukumnyadangkal, mengabaikan fakta
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hukum dan tidak menjunjungtinggi kebenaran dan keadilanyang berakibat mahal dansulitnya sipencari keadilantercermin dalam putusannyayang membatalkan putusanBPSK Kota Medan.d. Pada kenyataan dilapangandalam kasus inkonkreto, pihakyang menang dalam kasus dibidang perlindungan konsumen,sulitnya dilakukan eksekusi atasputusan Mahkamah Agungmeskipun sudah inkrah yangmenguatkan putusan BPSK KotaMedan sehingga sampai dengantesis ini selesai ditulis olehpenulis, belum ada realisasipengembalian dana nasabah(konsumen) sebesarRp.60.0000.000,- (Enam puluhjuta rupiah) dari pihak PT. BankNegara Indonesia (Persero) TbkCabang Kuala Tanjung.Berdasarkan hal di atas, maka perludisarankan beberapa hal sebagai berikut :1. Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Medanmemaksimalkan fungsinya.2. Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Medan harusberupaya meningkatkankemampuan, wawasan,pengetahuan anggota BPSK KotaMedan.3. Perlunya merevisi UU No.8 Tahun1999 tentang PerlindunganKonsumen, serta KeputusanMenteri Perindustrian danPerdagangan R.INo.350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)
DAFTAR PUSTAKA
A. BukuA.Z. Nasution, Hukum Perlindungan
Konsumen Suatu Pengantar, cet.IIIJakarta : Diadit Media, 2007
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum
tentang Perlindungan Konsumen,cet.III Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2000H.Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Alternatif Peneyelesaian Sengketa
suatu Pengantar, Jakarta: FikahatiAneska dan BANI, 2002.Hans W. Micklitz, Rencana Undang-Undang
Perlindungan Konsumen di Mata
Pakar Jerman,( Warta KonsumenTahun XXIV No.12 Desember)Harahap Yahya, Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi, cet. IV,Jakarta: Sinar Grafika, 1988Hikmahanto Juwana, ”Urgensi Pengaturan
Arbitrase Dalam Undang-undang
Pasar Modal”, dalam Bunga RampaiHukum Ekonomi dan HukumInternasional, cet I, Jakarta:LenteraHati, 2002H. Salim HS; H. Abdullah; WiwiekWahyuningsih, cetakan kedua,November 2007, Perancangan
Kontrak & Memorandum of
Understanding (MoU), Sinar GrafikaOffset, Jakarta, 2007, JanusSidabalok, Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia,Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006H.M. Dharmabakti Nasution, Prosedure dan
Mekanismen Penyelesian Sengketa
Melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (Makalah BPSKKota Medan), 2008Kartini, Muljadi & GunawanWidjaja,“Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian”, PT RajagrafindoPersada, Jakarta, 2008Mertokusumo Sudikno, Mengenai Hukum
Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1986Purba Deni, bahan Hukum Penyelesian
Sengketa (ADR) pada kuliah klasikal,Medan : MIH-UMA, 2010.Retnowulan Sutantio dan IskandarOeripkartawinata, Hukum Acara
Perdata Dalam Teori dan Praktek,cet. VIII, Bandung: Mandar Maju,1997Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia,Jakarta: Grasindo, 2000
